KASUS STUNTING DAN INFLASI DI TEBO TERJADI PENURUNAN
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https://www.metrojambi.com/peristiwa/13560607/kasus-stunting-dan-inflasi-di-tebo-
terjadi-penurunan

METROJAMBI.COM - Angka stunting dan inflasi di Kabupaten Tebo pada
bulan Maret 2023 mengalami penurunan.

Untuk inflasi terjadi penurunan mencapai 0,12 persen. Sementara angka stunting
turun dari 26 persen kini menjadi 23 persen.

Pejabat (Pj) Bupati Tebo H Aspan ST, menyebutkan, selain stunting dan inflasi,
ada beragam persoalan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tebo.

Terutama terkait isu strategis di Tebo yang terjadi saat ini, seperti persoalan sopir
angkutan batubara dan sopir truk. Pasalnya, pihak pemegang IUP di Tebo tidak
mengakomodir sopir-sopir truk.

“Kita bersama Kapolres sudah melakukan mediasi terhadap keduanya. Insya
Allah masalahan ini juga akan beres,” ujarnya, Minggu (16/4/2023).

Aspan mengatakan, persoalan lainnya terkait masalah pendudukan lahan yang ada
di tiga desa di Kecamatan VIl Koto dengan pihak PT TMA.

Menurutnya, masyarakat desa menginginkan penyelesaian status pendudukan
lahan yang berada di dalam PT TMA.

“Persoalan ini juga sudah pernah saya sampaikan langsung ke bapak Gubernur,”
ungkapnya.

Selain itu, masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten
Tebo mencapai 6 ribu dalam tiga bulan terakhir.

“Ini sudah kami realisasikan, untuk tiga bulan berjalan,” ujarnya.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemkab bersama Polres Tebo juga sudah
mendirikan dua posko pantau dan pengamanan.

“Ada 2 titik posko di perbatasan Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Rimbo

Bujang,” katanya.
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Sumber Berita:
1. Metro Jambi, Kasus Stunting dan Inflasi di Tebo Terjadi Penurunan, 17 April 2023.

2. https://www.metrojambi.com/peristiwa/13560607/kasus-stunting-dan-inflasi-di-tebo-
terjadi-penurunan, Kasus Stunting dan Inflasi di Tebo Terjadi Penurunan, 16 April
2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 1 angka 1 bahwa Stunting adalah
gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah
standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi
Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

2. Pasal 2 ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

Menurunkan prevalensi Stunting;

Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;

Menjamin pemenuhan asupan gizi;

Memperbaiki pola asuh;

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
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Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

Remaja;

Calon pengantin;

Ibu hamil;

Ibu menyusui; dan

Anak berusia 0 (nol) — 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

® 20 T

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan
berkelanjutan pada tahun 2030.
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3.

. Pasal 4 ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi
Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus
dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian,
penanggung jawab, dan kementrian/lembaga/pihak pendukung.

Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-

2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan

Penurunan Stunting yaitu:

1.

1.

Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penuru nan Stunting.

Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan
program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan
Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementrian/lembaga,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah
Desa melakukan:

a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;

c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat desa.
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2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam
mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan Kkegiatan
pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan
rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program
dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting,
kementerian/lembaga, Pemerintah  Daerah  provinsi, Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementrian/lembaga,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa
terkait, dan Pemangku Kepentingan.

2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum
dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan
pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi
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